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Puji syukur Pratikan sampaikan atas kehadirat dan curahan 
rahmat Allah SWT , karena tanpa curahan nikmat-Nya, Praktikan tidak 
akan mampu untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dengan tepat waktu. 
Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam meraih gelar Ahli Madya Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan PKL ini 
didasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan 
Praktikan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Jakarta VII sejak bulan Juli hingga September. 
Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan Laporan PKL ini 
tidak luput dari dukungan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan kali ini praktikan ingin mengucapkan terima kasih, 
kepada: 
1. Kedua orang tua dan keluarga, atas do’a terbaiknya untuk 
Praktikan dan atas dukungan yang diberikan baik moril atau 
materil. 
2. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak selaku Koordinator Program 
Studi D3 Akuntansi FE UNJ, 
3. Bapak Dr. Mardi, M.Si selaku dosen pembimbing atas dukungan, 
arahan, dan saran selama proses penulisan laporan PKL, 
iv 
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Akuntansi KPPN Jakarta VII atas bimbingannya selama 
pelaksanaan PKL, 
5. Seluruh pegawai KPPN Jakarta VII, serta kakak-kakak OJT dari 
STAN yang tidak pernah kikir untuk berbagi ilmu serta 
membantu praktikan ketika mengalami kesulitan, dan 
6. Para sahabat yang senantiasa menghaturkan do’a, memberikan 
motivasi dan dukungan selama proses penulisan laporan PKL 
ini. 
Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan praktik 
kerja dan penyusunan laporan PKL ini masih terdapat 
kekurangan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan 
praktikan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai 
pelaksanaan PKL di tempat praktikan. Semoga laporan PKL ini 
dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin 
Yaa Robbal Alamiin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, mahasiswa 
diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah 
dipelajarinya ketika di bangku perkuliahan. Namun dalam praktiknya, 
terdapat kemungkinan perbedaan dalam penerapan ilmu tersebut. Hal 
ini dapat disebabkan karena lebih luasnya cakupan ilmu yang terdapat 
di dunia kerja, serta perbedaan sistem pengerjaan yang tidak 
sepenuhnya sama dengan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. 
Misalnya, mahasiswa Akuntansi yang mengerjakan laporan keuangan 
secara manual ketika di bangku perkuliahan, saat praktiknya di dunia 
kerja mungkin akan menggunakan software akuntansi atau sistem 
akuntansi berbasis teknologi lainnya.  
Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na’im, pada 
pembukaan Asia Pacific Quality Network Global Summit 2018 di Bali 
berkata bahwa selain ilmu pengetahuan, mahasiswa juga harus 
memiliki kemampuan hard skill dan soft skill dalam menghadapi 
revolusi industri 4.0. Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga 
penyelenggara pendidikan tinggi terus menerus berusaha mewujudkan 
pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan hard 
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skill dan soft skill tersebut, begitu pula dengan Program Studi D3 
Akuntansi FE UNJ yang terus menerus berinovasi dalam mengadakan 
program-program yang mampu meningkatkan keterampilan dan 
kompetensi mahasiswanya sebelum memasuki dunia kerja. Salah 
satunya adalah dengan diadakannya program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) bagi Mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi FE UNJ sebagai 
salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh. 
Kegiatan PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan pada 
Semester 4 perkuliahan mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi. 
Kegiatan ini bersifat wajib sebagai mata kuliah yang memiliki bobot 2 
SKS dan merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Ahli 
Madya. Menurut Pedoman Penulisan Prakik Kerja Lapangan, salah satu 
tujuan diadakannya kegiatan  ini adalah memberikan kompetensi bagi 
mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih 
menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja, serta mampu menjadi 
pribadi yang adaptif dalam mengimplementasikan ilmu Akuntansi yang 
telah dipelarinya selama perkuliahan. 
Praktikan memilih Kantor Pelayanan Perbedendaharaan (KPPN) 
Jakarta VII sebagai tempat melaksanakan kegiatan PKL karena 
Praktikan tertarik untuk mempelajari akuntansi sektor publik khususnya 
yang dibawahi langsung oleh Kementrian Keuangan. KPPN sendiri, 
menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2017, 
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan 
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Bendahara Umum Negara (BUN) berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan PKL 
Adapun maksud dari kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII adalah sebagai 
berikut: 
1. Memenuhi mata kuliah PKL dengan bobot 2 SKS dan 
memperoleh gelar ahli madya di bidang akuntansi. 
2. Mendapat gambaran mengenai dunia kerja dan menerapkan 
ilmu akuntansi yang telah dipelajari di dalamnya. 
3. Melatih sikap disiplin, kepekaan, kreativitas, dan tanggung 
jawab. 
4. Melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan dan 
pengambilan keputusan di dunia kerja. 
5. Mengetahui seluk beluk akuntansi dalam ranah perbendaharaan 
negara. 
 
Adapun tujuan dari kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII adalah sebagai 
berikut: 
1. Memperoleh pengalaman kerja di bidang keuangan, khususnya 
pada bidang akuntansi. 
2. Berlatih bekerjasama dan berkomunikasi sebagai anggota team 
work. 
3. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas 
diri dalam bidang keuangan dan akuntansi. 
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4. Menyesuaikan diri dalam lingkungan baru dan sebagai bentuk 
persiapan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
5. Menambah relasi dan membangun hubungan baik dengan pihak 
perusahaan. 
 
C. Kegunaan PKL 
Kegunaan PKL adalah manfaat-manfaat pelaksanaan 
kegiatannya. Manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh pratktikan, 
melainkan bagi pihak universitas, khususnya bagi Program Studi D3 
Akuntansi, dan perusahaan atau instansi tempat Praktikan 
melaksanakan PKL atau KPPN Jakarta VII. 
 
1. Bagi Praktikan 
a. Salah satu bentuk persyaratan yang harus ditempuh agar dapat 
lulus Mata Kuliah PKL dan memperoleh gelar ahli madya di 
bidang akuntansi. 
b. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang 
dimiliki dengan praktik teknis di lapangan. 
c. Sarana bagi Praktikan untuk melatih diri dalam menyelesaikan 
masalah dan pengambilan keputusan di dunia kerja. 
d. Menambah dan meningkatkan pengalaman di dunia kerja 
e. Membangun relasi antara mahasiswa dengan instansi atau 
perusahaan terkait. 
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2. Bagi Program Studi D3 Akuntansi FE UNJ 
a. Mempersiapkan lulusan Program Studi D3 Akuntansi yang 
berkompetensi. 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa Program Studi D3 
Akuntansi dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkannya 
ketika dunia kerja. 
c. Membangun relasi antara perusahaan dengan Program Studi D3 
Akuntansi, dan memperbesar kesempatan perusahaan untuk 
merektrut mahasiswanya di masa mendatang. 
d. Mendapat feedback atas pelaksanaan PKL untuk kedepannya 
menyempuranakn kurikulum di Program Studi D3 Akuntansi. 
e. Mengetahui penilaian perusahaan atas mahasiswa Program 
Studi D3 Akuntansi FE UNJ. 
 
3. Bagi KPPN Jakarta VII 
a. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat antara pihak fakultas dengan perusahaan. 
b. Memungkinkan instansi perusahaan untuk merekrut mahasiswa 
mahasiswi Universitas Negeri Jakarta di tempatnya. 
c. Memberikan saran-saran yang dapat membangun dan 
meningkatkan kualitas KPPN Jakarta VII. 
d. Memberikan kriteria tenaga pekerja yang dibutuhkan oleh 
KPPN Jakarta VII. 
e. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 
sosial dan kelembagaan 
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D. Tempat Pelaksaan PKL 
Praktikan memilih KPPN Jakarta VII sebagai tempat 
pelaksanaan PKL karena Praktikan tertarik untuk memahami lebih 
dalam fungsi KPPN Jakarta VII sebagai instansi pelayanan 
perbendaharaan negara di wilayah DKI Jakarta. Praktikan bermaksud 
untuk mengetahui dan memahami mekanisme pencairan dana yang 
dilakukan KPPN Jakarta VII kepada lembaga/kementerian negara, dan 
perlakuan akuntansi yang terdapat di dalam prosesnya. Di bawah ini, 
Praktikan akan uraikan informasi mengenai KPPN Jakarta VII. 
nama lembaga : Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN)  
  Jakarta  VII 
alamat : Jalan Otto Iskandar No. 53 – 55 Lantai 3,  
  Jakarta Timur 13330. 
telepon  : 021-85915425 
fax   : 021- 85915426 
email   : kppn182@gmail.com 
 
E. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 2 bulan 
terhitung sejak tanggal 11 Juli – 7 September 2018 dengan hari kerja 
yaitu Senin - Jum’at, dimulai dari pukul 08.00 WIB s.d pukul 17.00 
WIB. Adapun dalam melaksanakan kegiatan PKL dan penulisan 
laporannya melalui beberapa tahapan, yaitu: 
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1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahap pertama dalam 
pelaksanaan kegiatan PKL. Pada tahap ini Praktikan menyiapkan 
seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka melamar ke 
perusahaan yang akan dituju. Sebelum melamar ke KPPN 
Jakarta VII, Praktikan mengurus segala kebutuhan administrasi, 
salah satunya dengan membuat Surat Permohonan Izin Praktik 
Kerja Lapangan dari Universitas Negeri Jakarta. Tahap dari 
pembuatan surat dimulai dengan mengisi formulir pembuatan 
Surat Permohonan PKL yang didapat dari Fakultas Ekonomi, 
lalu memberikan formulir tersebut ke Biro Akademik 
Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM). 
Praktikan menunggu hingga surat tersebut diproses oleh 
BAKHUM hingga kemudian Praktikan mengambil surat tersebut 
dari BAKHUM pada tanggal 7 Mei 2018. 
Pengajuan surat permohonan PKL ke KPPN Jakarta VII 
Praktikan lakukan berselang waktu 1 bulan setelah surat telah 
dibuat. Hal itu disebabkan karena sebelum proses pengajuan 
PKL di KPPN Jakarta VII, Praktikan juga melakukan proses 
pengajuan PKL di perusahaan lainnya. Praktikan mengajukan 
surat permohonan PKL di PT. Bank Syariah Mandiri dengan 
melakukan pengisian formulir secara online. Namun, Praktikan 
tidak mendapat jawaban atas pengajuan tersebut, sehingga 
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Praktikan melakukan pengajuan permohonan PKL di tempat 
lainnya yaitu di PT. Berlian Laju Tengker. 
Dalam proses pengajuan PKL di dua tempat tersebut, 
terdapat beberapa kendala, yaitu tidak ada jawaban atau 
konfirmasi atas pengajuan PKL. Praktikan tetap menunggu 
kabar persetujuan PKL dari dua perusahaan tersebut selama 
kurang lebih satu bulan namun tidak juga mendapat jawaban. 
Akhirnya, Praktikan memutuskan untuk memberikan surat 
permohonan PKL ke KPPN Jakarta VII, yang dibuat tanggal 
sejak tanggal 7 Mei 2018, pada tanggal 2 Juli 2018. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Waktu pelaksanaan PKL yang Praktikan jalani kurang lebih 
selama 2 bulan atau lebih tepatnya selama 41 hari kerja. Praktikan 
bermaksud melaksanakan PKL sejak tanggal 9 Juli 2018, namun 
Praktikan baru mendapat jawaban persetujuan PKL di KPPN 
Jakarta VII pada tanggal 10 Juli 2018. Pada 11 Juli 2018 Praktikan 
sudah diharuskan datang ke KPPN Jakarta VII untuk pengenalan 
lingkungan, staff, fungsi, dan penempatan kerja. Praktikan 
ditempatkan di Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera), namun 
dalam pelaksanaan PKL, Praktikan tidak hanya akan ditempatkan di 
Seksi Vera melainkan akan dirotasi ke seksi-seksi lainnya, yaitu 
Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank. Berikut merupakan rincian 
waktu pelaksanaan PKL yang dilaksanakan oleh Praktikan: 
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Pelaksanaan PKL : 11 Juli 2018 - 7 September 2017 
Hari kerja : Senin s.d. Jumat  
Jam kerja : 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB 
Jam istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB 
  
3. Tahap Pelaporan 
Setelah kegiatan PKL selesai, Praktikan diwajibkan 
untuk membuat laporan tentang kegiatan yang PKL yang 
telah dilaksanakan Praktikan. Pembuatan laporan PKL 
merupakan syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Program 
Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Penyusunan laporan PKL dimulai dari tanggal 1 
Oktober 2018 sampai dengan laporan PKL selesai disusun. 
Selama proses penyusunan laporan PKL, Praktikan 
melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing laporan 
PKL agar dapat menyusun laporan yang sesuai dengan 
ketentuan yang ada di Buku Pedoman Praktik Kerja 
Lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah KPPN Jakarta VII 
1. Latar Belakang Dibangunnya KPPN Jakarta VII 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan adalah salah satu 
ditjen yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. Ditjen ini dibawahi langsung oleh 8 Staf Ahli Menteri 
Keuangan sama halnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, 
Ditjen Bea & Cukai, dan lain-lain. Ditjen Perbendaharaan memiliki 
beberapa instansi turunan. Salah satunya adalah Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara atau yang biasa disingkat KPPN. 
Pembentukan KPPN didasari oleh penerbitan Peraturan Menteri 
Keuangan No. 169/PMK 01/2012 tahun 2012, tepatnya Pasal 25 
yang menyatakan bahwa: “Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara  adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Kantor Wilayah.” 
DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan Negara Indonesia 
memiliki hingga 7 KPPN yang tersebar di beberapa kotamadya. 
Salah satunya adalah KPPN Jakarta VII yang berada di Jalan Otto 
Iskandardinata No. 53-55 Jakarta Timur yang menjadi tempat 
praktikan melaksanakan PKL. 
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KPPN Jakarta VII terbentuk karena kebutuhan tambahan KPPN 
di wilayah DKI Jakarta. Kebutuhan tersebut muncul karena 
besarnya volume pekerjaan di ibukota, dimana besarnya persentasi 
atas releasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
mencapai 70%. Oleh karena itu, dilakukan pembangunan KPPN 
Jakarta VII dengan dasar Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. 187/PB/2013 pada tanggal 1 Desember 2013. 
Diresmikan pada Februari 2014, pengoperasian KPPN Jakarta VII 
adalah salah satu upaya dalam meningkatan kualitas terhadap 
kecepatan dan ketepatan proses pencairan dana berdasarkan APBN.  
 
2. Visi, Misi, serta Motto KPPN Jakarta VII 
Berikut ini merupakan visi, misi, dan motto KPPN Jakarta VII. 
 Visi KPPN Jakarta VII: 
“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang 
profesional, modern, transparan dan akuntabel.” 
 Misi KPPN Jakarta VII: 
1. Menjamin kelancaran pencairan Dana APBN secara 
tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. 
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan 
akuntabel. 
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN 
yang akurat dan tepat waktu. 
4. Memberikan pelayanan prima terhadap stakeholders. 
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 Motto dan Janji Layanan KPPN Jakarta VII 
 Motto Layanan: 
“Disiplin dalam Bekerja, Prima dalam Pelayanan.” 
 Janji Layanan: 
“Layanan Terbaik Tekad Kami, Senyum Anda Motivasi 
Kami.” 
 
3. Budaya Kerja KPPN Jakarta VII 
Berikut ini merupakan budaya kerja yang ada dan diterapkan di 
KPPN Jakarta VII. 
a. Satu Hari, Satu Informasi 
Aplikasi KPPN Pintar terdapat di setiap desktop computer 
pegawai KPPN Jakarta VII. Ketika mengakses aplikasi ini, 
pegawai dapat melihat informasi terbaru mengenai 
peraturan, update aplikasi, dan update berita mengenai 
perbendaharaan. 
b. Dua Menit Sebelum Jadwal 
Budaya ini dicerminkan dalam setiap kegiatan yang 
diselenggarakan oleh KPPN Jakarta VII seperti saat kegiatan 
morning talk. 
c. Tiga S (3S): Senyum, Sambut, Sapa 
KPPN Jakarta VII menerapkan service excellent dalam 
pelayanannya seperti: one stop service, transparan, 
akuntabel, cepat, bersih dari korupsi, dan layanan zero cost 
(biaya nol) atau tidak memungut biaya dalam pelayanannya. 
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d. Plan, Do, Check, Action 
Agenda morning talk setiap hari Senin dan Rabu 
dilaksanakan di pagi hari sebelum jam pelayanan sebagai 
sarana untuk membahas dan meriviu setiap pekerjaan yang 
dilaksanakan dalam sepekan. Kegiatan ini juga sebagai 
monitoring kedisiplinan pegawai dan ketepatan waktu hadir 
di kantor. 
e. Lima R (5R): Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin 
Setiap pegawai dituntut untuk membersihkan dan 
merapihkan meja kerja masing-masing sebelum pulang 
kantor. Dengan menerapkan ringkas, rapih, resik, rawat, dan 
rajin dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan 
mampu meningkatkan kinerja pegawai. 
 
4. Penghargaan yang Diraih KPPN Jakarta VII 
Berikut ini merupakan penghargaan yang diraih KPPN Jakarta VII 
selama tahun 2017. 
a. Treasury Management Representative (TMR) Terbaik 
Pertama Tahun 2017. 
b. Change Agent Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) 
Terbaik 2017. 
5. Inovasi dan Prestasi KPPN Jakarta VII 
a. Tim Talent JKT7 
Tim Talent JKT7 merupakan sebuah bentuk tim yang terdiri 
dari kumpulan pegawai dari semua Sub bag dan Seksi  yang 
14 
 
 
ditugaskan untuk menyusun rencana strategis dan 
permasalahan yang terdapat pada satuan kerja secara cepat. 
Permasalahan dapat satker sampaikan melalui media 
komunikasi yang disediakan KPPN Jakarta VII seperti grup 
WhatsApp, SMS, email KPPN, dan saluran telepon.  
b. Solution Room 
Sebuah media komunikasi resmi KPPN Jakarta VII yang 
dihadirkan untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat 
yang dialami satker dalam lingkup pengelolaan keuangan 
negara, Cara kerja solution room ini adalah melalui media 
komunikasi WhatsApp Group, SMS, Gateway pertanyaan 
yang masuk dari satker akan terpampang pada layar monitor 
di ruangan MSKI, dan bagi pegawai yang berada di ruangan 
tersebut memiliki tugas untuk segera menjawab pertanyaan 
satker. 
c. Edukasi Satker 
KPPN Jakarta VII mempunyai tanggung jawab untuk 
mengedukasi atau memberikan informasi-informasi bagi 
satker yang direalisasikan dengan sarana-sarana berikut, 
yaitu: 
1) Buku untuk Semua 
Dalam usaha untuk mengedukasi satker, KPPN Jakarta 
VII menerbitkan buku yang terdiri dari Buku Pintar 
KPPN, Buku Kupas Tuntas Rekonsiliasi, dan Buku 
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Pedoman Mudah Memahami Laporan Keuangan. 
Dengan buku ini, KPPN Jakarta VII berharap mampu 
meningkatkan pengetahuan dan wawasan satker 
mengenai pengelolaan keuangan. 
2) Pivot Table 
Proses rekonsiliasi menguunakan aplikasi e-Reckon & 
LK atau aplikasi berbasis web yang digunakan untuk 
mencocokan data antara SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) 
yang dimiliki KPPN dan SAI (Sistem Akuntansi 
Instansi), serta data penyusunan laporan keuangan 
tingkat wilayah hingga kementerian/lembaga negara. 
3) Silablu 
Silablu adalah sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel 
yang menghasilkan BKU dan Buku Pembantu yang 
lengkap, dan LPJ Bendahara Badan Layanan Umum 
(BLU) sesuai dengan Peraturan PER-47/P-B/2014 
tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, 
dan Pertanggung Jawaban Bendahara pada BLU. 
d. KPPN Awards 
1) Employee of The Year 
Employee of The Year adalah bentuk apresiasi yang 
diberikan KPPN Jakarta VII kepada pegawainya dan 
merupakan salah satu upaya KPPN Jakarta VII dalam 
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meningkatkan motivasi pegawainya dalam rangka 
peningkatan kinerja. 
2) Penghargaan untuk Satuan Kerja 
Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi yang 
diberikan kepada satuan kerja dengan kerja terbaik 
untuk kategori pagu terbesar dan pagu sedang. Bentuk 
apresiasi ini adalah dengan memberikan kartu 
prioritas dan plakat. 
 
B. Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII 
Pembahasan struktur organisasi KPPN Jakarta VII akan berkaitan 
dengan tipe KPPN Jakarta VII. Tipe setiap KPPN inilah yang akan 
membentuk struktur organisasi KPPN. 
 
1. Tipe KPPN Jakarta VII 
  KPPN dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu KPPN Tipe A1, 
KPPN Tipe A2, dan KPPN Khusus yang dibedakan lagi menjadi 
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan 
KPPN Khusus Investasi. KPPN di wilayah DKI Jakarta umumnya 
adalah KPPN Tipe A1, begitu pula dengan KPPN Jakarta VII. 
Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK 
01/2012 tahun 2012, Tugas umum KPPN Tipe A1 adalah 
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum 
Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta 
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penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan 
dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
2. Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII 
KPPN Jakarta VII sebagai KPPN Tipe A1 sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan PMK No. 169/PMK.01/2012 terdiri dari 1 Sub. 
Bagian Umum, dan 4 seksi: Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen 
Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), Seksi Bank, dan Seksi 
Verifikasi dan Akuntansi (Vera). Pemisahan sub bagian dan seksi-
seksi yang ada adalah sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Dalam 
melaksanakan tugasnya, setiap seksi memiliki kepala seksi (kasi) 
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor KPPN 
Jakarta VII. 
 
Gambar II.1 Struktur KPPN Tipe A1 
Sumber: Diolah oleh Penulis 
 
 
Kepala Kantor
Seksi Pencairan 
Dana
Seksi MSKI Seksi Bank
Seksi Verifikasi 
dan Akuntansi
Sub Bagian 
Umum
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Sub Bagian Umum memiliki tugas sebagai unit pendukung yang 
memiliki tugas dan fungsi pokok melakukan pengelolaan organisasi, 
kinerja, SDM, keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal, 
serta tata usaha, rumah tangga dan humas yang ada di KPPN Jakarta 
VII. Salah satu diantara tugas sub bagian ini diantaranya 
menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai, memenuhi 
hak-hak pegawai dan kedinasan yang lain. Di KPPN Jakarta VII 
sendiri, sub bagian ini dikepalai oleh satu orang Kepala Sub bagian 
(Kasubag). 
Seksi Pencairan Dana, disingkat Seksi PD, memiliki fungsi 
sebagai pelayan bagi satker, mulai dari proses pendaftaran tagihan 
sampai dengan pembayaran yang meliputi: pengujian resume tagihan 
dan SPM, penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran 
Tagihan), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
Badan Layanan Umum, pengelolaan data kontrak, data supplier, dan 
belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan 
anggaran satker. Seksi PD dikepalai oleh satu orang Kepala Seksi 
(Kasi). 
Seksi Manajemen dan Kepatuhan Internal, disingkat Seksi 
MSKI, merupakan seksi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan 
pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, 
fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk 
SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, penyedia 
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layanan perbendaharaan, manajemen risiko, kepatuhan dan 
pengendalian internal. Seksi ini dikepalai oleh satu orang kasi. 
Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi 
pencairan dana dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai Surat Persetujuan 
Pembayaran Tagihan (SPPT) yang telah diterbitkan oleh Seksi PD. 
Tugas lain dari Seksi Bank adalah melaksanakan fungsi manajemen 
kas, pengelolaan rekening Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) 
dan Bendahara, serta penatausahaan pengembalian pendapatan atau 
penerimaan negara. Seksi ini dikepalai oleh satu orang kasi. 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi, disingkat Seksi Vera, 
mempunyai tugas sebagai pelaksana rekonsiliasi laporan akuntansi, 
penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, dan realisasi 
dan analisis kinerja anggaran. Seksi ini dikepalai oleh satu orang 
kasi. 
 
C. Kegiatan Umum KPPN Jakarta VII 
1. Kegiatan Operasional KPPN Jakarta VII 
Secara umum kegiatan yang dilakukan pada KPPN 
Jakarta VII sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) 
adalah mencairkan dana yang berasal dari APBN kepada satuan-
satuan kerja yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) di wilayah DKI Jakarta. Selain bertugas untuk 
mencairkan dana, KPPN Jakarta VII juga memiliki tugas dalam 
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mencatat penerimaan khususnya di wilayah DKI Jakarta; baik 
itu penerimaan pajak ataupun non pajak. Kegiatan lainnya yang 
dilakukan oleh KPPN adalah melakukan verifikasi pembayaran, 
rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan 
tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja 
anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan. 
 
2. Tugas dan fungsi pokok KPPN Jakarta VII  
Tugas dan fungsi pokok dari KPPN, menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2017, adalah 
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara 
umum negara, melakukan penyaluran pembiayaan atas beban 
anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan 
fungsi-fungsinya yang terdiri atas: 
 
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara 
atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); 
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN; 
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang 
telah disalurkan; 
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5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui 
dan dari kas negara; 
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara; 
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari 
pinjaman dan hibah luar negeri; 
9. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; 
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan 
akuntansi; 
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil 
pemeriksaan; 
12. Pelaksanaan kehumasan; dan 
13. Pelaksanaan administrasi KPPN. 
  
3. Mitra KPPN Jakarta VII 
Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya KPPN 
Jakarta VII memiliki beberapa mitra atau yang biasa disebut 
dengan stakeholder (pemangku kepentingan) atas dana APBN. 
Stakeholder ini terdiri dari kementerian/lembaga negara dana 
tau instansi yang juga disebut sebagai Satuan Kerja (Satker). 
KPPN Jakarta VII sebagai KPPN Tipe A1 hingga tahun 2018 
memiliki tugas untuk melayani 259 Satuan Kerja dengan total 
APBN yang disalurkan mencapai 102 Triliun. 
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Salah satu hal yang membedakan KPPN Jakarta VII 
dengan KPPN di wilayah DKI Jakarta lainnya adalah KPPN 
Jakarta VII memberikan pelayanan kepada 
Kementerian/Lembaga dengan persentase pengalokasian dana 
APBN terbesar seperti: Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 
Kementerian Sosial (Kemensos), dan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). Selain itu, KPPN Jakarta VII juga memberikan 
pelayanan kepada kementerian/lembaga negara lainnya seperti, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Televisi 
Republik Indonesia (TVRI), dan beberapa rumah sakit milik 
pemerintah seperti RS Sumber Waras, RS Fatmawati, dan lain-
lain. KPPN Jakarta VII sendiri bermitra dengan 4 BO (Bank 
Operasional)  I dan II serta 45 Bank/Pos Persepsi mitra kerja. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL di KPPN Jakarta VII selama 41 
hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 - 7 September 2018. 
Selama kegiatan PKL, Praktikan dibimbing dan diberikan arahan 
oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk melaksanakan 
PKL di seksi tersebut. Namun, Praktikan juga dirotasi ke Seksi 
Pencairan Dana dan Seksi Bank dengan tujuan agar Praktikan dapat 
memahami alur dan mekanisme pencairan dana di KPPN Jakarta VII 
secara menyeluruh, dimulai dari yang paling awal dilakukan oleh 
Seksi Pencairan Dana, hingga proses pemeriksaan Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) Satker atas penggunaan anggaran yang 
dilakukan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Berikut adalah uraian 
kegiatan yang dilakukan di Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, dan 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 
 
a. Seksi Pencairan Dana (Seksi PD) 
1. Tugas Umum Seksi PD 
Seksi PD adalah salah satu seksi yang berada di 
KPPN yang memiliki tugas umum memberikan pelayanan 
kepada satker yang akan melakukan mulai dari tahapan 
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paling awal saat pendaftaran SPM (Surat Perintah 
Membayar) hingga tahapan terakhir yaitu persetujuan 
tagihan SPM oleh Kepala Seksi PD setelah melewati 
beberapa tahapan reviu tagihan SPM. Secara umum, tugas 
Seksi PD dapat diuraikan pada poin-poin di bawah ini: 
1. Menguji resume tagihan dan SPM, 
2. Menerbitan SPPT, 
3. Menerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja BLU, 
4. Mengelola data kontrak, data supplier, dan belanja 
pegawai satker, dan 
5. Memantau (monitoring) dan evaluasi penyerapan 
anggaran satker 
Sementara itu, berikut ini merupakan tugas Praktikan 
selama melaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Seksi PD 
KPPN Jakarta VII: 
1. Mengkonversi SPM Kontrak ke dalam bentuk 
ADK  Kontrak 
2. Melakukan Pendaftaran atau Validasi Supplier 
3. Mereviu SPM Jenis Supplier 
 
b. Alur Pencairan Dana di Seksi PD 
Alur pencairan dana di Seksi PD akan Praktikan 
rangkum dan jelaskan pada diagram alir di halaman 
selanjutnya. 
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Gambar III.1 Diagram Alir Seksi Pencairan Dana 
Sumber: diolah oleh Penulis 
 
  
Alur kegiatan pencairan dana di Seksi PD dimulai 
dari bagian front office Seksi PD atau yang disebut dengan 
customer service. Tugas utama bagian ini adalah melayani 
satuan kerja (satker) yang datang untuk mendaftarkan SPM 
(Surat Perintah Membayar) agar dapat dilakukan proses 
pencairan dana atau pembayaran atas tagihan SPM. SPM atau 
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Surat Perintah Membayar didefinisikan sebagai dokumen 
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran dan atau pejabat lain yang berwenang untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).  
Proses pendaftaran SPM dimulai dari proses 
pemeriksaan SPM, dilanjutkan dengan pengkonversian SPM 
menjadi ADK (Arsip Data Komputer), dan penerimaan 
dokumen fisik SPM beserta lampirannya untuk masuk ke 
tahap selanjutnya yaitu pengunggahan, reviu, dan persetujuan 
tagihan SPM yang dilakukan di bagian middle office Seksi 
PD. 
Bagian middle office Seksi PD terdiri dari petugas 
validasi dan petugas reviu. Tugas dari petugas validasi adalah 
mendaftarkan dan mengelola data milik supplier atau pihak 
yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN, dan 
meng-upload data tagihan SPM. Terdapat kondisi saat satker 
yang datang untuk melakukan proses pengunggahan tagihan 
SPM belum mendaftarkan akun supplier yang tercantum 
pada SPM tersebut. Padahal, agar dana dapat dicairkan ke 
rekening supplier, harus dilakukannya proses validasi atau 
pendaftaran supplier terlebih dahulu. Kondisi seperti ini akan 
menyebabkan kegagalan pengunggahan tagihan SPM. 
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Apabila kegagalan terjadi, data supplier kemudian divalidasi 
terlebih dahulu, dan dilakukan pengunggahan ulang tagihan 
SPM yang sebelumnya gagal diunggah oleh petugas validasi. 
Proses selanjutnya di Seksi PD adalah proses reviu 
tagihan SPM. Tujuan dari proses ini adalah melihat 
kebenaran (validasi) nominal tagihan SPM yang tercantum di 
aplikasi SPAN dengan yang tercantum di ADK konversi dan 
dokumen fisik SPM. Apabila kedua data tagihan SPM yang 
tercantum di Aplikasi SPAN dengan data di berkas fisik SPM 
dan ADKnya telah sesuai, petugas reviu akan melakukan 
persetujuan atas tagihan SPM. Proses pencairan dana 
kemudian akan dilanjutkan dengan dilakukannya reviu—final 
(akhir) atas tagihan SPM oleh Kepala Seksi PD. Proses 
pencairan dana kemudian akan berakhir di Seksi PD dan 
dilanjutkan di Seksi Bank dengan dilakukannya penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
 
c. Seksi Bank 
Secara umum tugas seksi ini adalah menyelesaikan 
transaksi pencairan dana dan mengatur transaksi lainnya yang 
berkaitan dengan Bank/Pos Persepsi. Seksi bank terdiri dari 
bagian front office dan middle office, sama dengan Seksi PD. 
Tugas Seksi Bank berdasarkan PMK No. 262/PMK.01/2016 
adalah sebagai berikut:  
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1. menyelesaikan transaksi pencairan dana, 
2. menerbitkan SP2D, 
3. mengkonfirmasi dan menerbitkan nota penerimaan negara, 
4. melakukan koreksi atas penerimaan negara yang dilaporkan 
satker, 
5. menerbitkan daftar tagihan, 
6. pengelolaan rekening kuasa bendahara umum negara (bun), 
7. monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi,  
8. dan lain-lain 
Cakupan pelaksanaan kerja Praktikan di Seksi Bank, 
Praktikan ditempatkan di bagian front office. Di bagian ini 
Praktikan memiliki tugas melakukan konfirmasi atas 
penerimaan negara yang dilaporkan satker dan menerbitkan nota 
konfirmasi atas penerimaan negara tersebut. 
 
d. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera) 
 Seksi Vera adalah Seksi yang secara umum 
mempunyai tugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap 
laporan keuangan atau laporan pertanggungjawbaan atas 
penggunaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja. Tugas 
Seksi Vera lebih jelasnya, akan diuraikan pada poin-poin di 
bawah ini: 
1. memverifikasi dokumen pembayaran dan rekonsiliasi 
laporan keuangan,  
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2. melakukan pengecekan (rekonsiliasi) LPJ bendahara 
satker, 
3. melakukan penyusunan Laporan Keuangan BUN pada 
tingkat UAKBUN-Daerah (Unit Akuntansi Kuasa 
Bendahara Umum Negara-Daerah),  
4. menganalisis kinerja anggaran bendahara satker,  
5. mencatat dan menerbitkan hibah langsung dalam bentuk 
barang, dan 
6. menerbitan dokumen pengembaliaan penerimaan.  
 Cakupan tugas Praktikan dalam seksi ini adalah 
melakukan rekonsiliasi LPJ Bulanan Satker yang di-upload 
di web e-reckon. Bila masih adanya koreksi pada LPJ 
Bulanan tersebut, Praktikan menggunakan fitur pengiriman 
pesan kepada satker yang bersangkutan dan menuliskan 
koreksi-koreksi pada LPJ tersebut untuk nantinya direvisi 
kembali. Setelah LPJ tersebut direvisi oleh satker, satker 
harus mengirimkan LPJ revisi tersebut dan barulah dilakukan 
persetujuan atas LPJ Bulanan satker.  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
1. Mengkonversi SPM Jenis Kontrak ke dalam bentuk ADK Kontrak 
Konversi SPM Jenis Kontrak ke dalam bentuk ADK Kontrak 
adalah tugas yang Praktikan lakukan selama pelaksanaan PKL di 
Seksi PD. Adapun dasar dari dilakukannya konversi ini adalah 
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Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.05/2010 yang berbunyi. 
“SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip 
Data Komputer (ADK) SPM disampaikan kepada KPPN oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang ditunjuk 
paling lambat dua hari kerja setelah SPM diterbitkan.” 
Proses ini dilaksanakan oleh bagian pelayanan (customer 
service) Seksi PD. Tujuan dari konversi SPM adalah agar data pada 
SPM yang direkam satker pada SAS (Sistem Aplikasi Satker) dapat 
terbaca pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN). Apabila proses konversi berhasil, customer service akan 
mencetak tanda terima konversi sebanyak dua rangkap. Satu 
rangkap untuk dikembalikan kepada satker, dan satu rangkap 
lainnya akan digabung dengan SPM yang diberikan untuk KPPN 
yang nantinya akan diproses lebih lanjut di bagian middle office 
Seksi PD. 
 
Gambar III.2Tampilan Aplikasi Konversi 
sumber: Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta VII 
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Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan konversi 
SPM Jenis Kontrak ke dalam bentuk ADK: 
1) Terima berkas fisik dan flashdisk berisikan soft file SPM 
dari satker. 
2) Buka aplikasi Konversi dan masukan user serta password. 
3) Scan kode barcode pada kartu identitas satker.  
4) Setelah berhasil masuk ke aplikasi Konversi, pilih menu 
File, lalu pilih menu Konversi ADK..  
5) Pilih menu Kontrak, lalu pilih soft file SPM yang akan 
dikonversi. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan 
saat proses ini,  yaitu untuk melihat kesesuaian berkas 
fisik SPM dengan soft file SPM yang akan dikonversi, 
khususnya dalam pengecekan:  
a. kesesuaian tanggal kontrak dan nomer kontrak pada 
SPM fisik dan soft filenya, 
b. kesesuaian nama pejabat, bentuk tanda tangan, dan 
cap lembaga pada soft file SPM dan berkas fisiknya,  
c. kesesuaian pengisian jumlah angka dan huruf pada 
SPM. Apabila SPM telah sesuai, pilih menu Convert 
di bagian kiri bawah.  
6) Bila data yang terdapat pada berkas fisik SPM dan soft file-
nya telah sama, scan barcode yang berada di kiri bawah 
berkas fisik SPM. 
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7) Klik menu Convert yang terdapat di bagian kiri bawah. SPM 
akan terkonversi dan akan muncul file tanda terkonversinya 
SPM berupa ADK. 
8) Cetak ADK sebanyak 2 rangkap. Berikan 1 rangkap kepada 
satker, sementara 1 rangkap lainnya harus disatukan dengan 
berkas fisik SPM dan diberikan kepada KPPN.  
9) Bubuhkan tanda tangan petugas konversi serta tuliskan 
tanggal dan jam ditandatanganinya ADK. Petugas konversi 
juga harus meminta tanda tangan petugas satker yang 
dibubuhkan di kolom tanda tangan pada kanan bawah ADK. 
2. Melakukan Pendaftaran atau Validasi Supplier 
Seperti yang Praktikan telah jelaskan di pada sub bab Bidang 
Kerja, proses pendaftaran atau validasi supplier adalah proses yang 
dilakukan di Seksi PD. Sebelum memasuki tahapan dari proses 
validasi, Praktikan bermaksud menjelaskan beberapa hal yang 
berkaitan dengan proses validasi supplier yaitu tentang pengelolaan 
data supplier. 
 
a. Pengelolaan Data Supplier  
Pada KPPN terdapat istilah supplier atau pihak yang 
berhak menerima pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Setiap supplier memiliki data 
yang memuat informasi pokok, lokasi, dan informasi rekening 
bank supplier tersebut yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi 
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Satker (SAS). Namun, data yang terdapat pada SAS tidak dapat 
langsung terbaca pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) atau aplikasi yang digunakan KPPN 
dalam pelaksanaan proses pencairan dana sehingga perlu 
dilakukannya proses validasi supplier agar data tersebut dapat 
terintegrasi dan apabila dilakukan pembayaran atas tagihan 
SPM, sistem akan secara otomatis melakukan pembayaran ke 
rekening supplier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.3 Tampilan Aplikasi SPAN 
sumber : Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta VII 
 
Tipe, struktur data, dan pendaftaran supplier diatur dalam 
PER-58/PB/2013 yang akan Praktikan ringkas di bawah ini: 
1. Tipe Supplier  
Tipe supplier dalam SPAN terdiri dari satuan kerja (satker) 
sebagai penerima pembayaran untuk transaksi yang 
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dibayarkan oleh bendahara pengeluaran satker, penyedia 
barang dan jasa, pegawai, penerima BABUN (Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara), penerima transfer 
daerah, dan penerima penerusan pinjaman. 
2. Struktur Data Supplier 
Struktur data supplier adalah elemen data yang harus 
ada pada supplier, yaitu: Nama supplier, NPWP, Lokasi 
(alamat supplier), Nomor rekening, dan Bank. Pastikan 
bahwa elemen data supplier yang diisi tersebut sudah benar, 
karena data supplier ini berkaitan dengan SPM atas kontrak 
pembayaran. Supplier harus didaftarkan terlebih dahulu agar 
data kontrak pembayaran bisa masuk ke SPAN. Apabila 
terdapat kesalahan pada data supplier, maka data kontrak 
pembayaran juga akan gagal saat didaftarkan ke SPAN.  
3. Pendaftaran Supplier ke SPAN 
Aplikasi SPAN adalah aplikasi yang digunakan di 
lingkungan perbendaharan sesuai dengan amanat Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
154/PMK.05/2013 Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN. 
Pendaftaran supplier ke aplikasi SPAN dimulai dari bagian 
customer service atau front office Seksi PD dengan 
penyampaian ADK Supplier. Selanjutnya, bagian middle 
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office atau petugas validasi KPPN akan melakukan validasi 
atas data supplier tersebut. 
b. Proses Validasi Supplier 
Sebelum sampai ke proses validasi, satker harus melewati 
rangkaian proses yang pada dasarnya sama dengan proses 
pengajuan tagihan SPM. Mulai dari front office Seksi PD, satker 
membawa SPM Supplier yang memuat data supplier beserta 
besarnya tagihan supplier.  Kemudian, proses dilanjutkan 
dengan konversi SPM menjadi ADK, dan barulah ke proses 
validasi. Berikut merupakan proses validasi supplier dijelaskan 
per-poin: 
1) Buka aplikasi SPAN pada laman 
http://core.span.depkeu.go.id  
2) Lakukan log in menggunakan user petugas validasi 
3) Pada Menu Utama bagian kiri atas, pilih Purchase Order 
Summary 
4) Pada tampilan selanjutnya, klik Notification Summary dan 
tanda (+) Reports, kemudian pilih menu Buka 
5) Cari soft file SPM supplier, apabila telah menemukan, klik 
menu Buka 
6) Unggah file supplier. Nama file tersebut dimulai dengan kode 
BCSR, apabila proses validasi berhasil maka akan muncul 
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kotak berisikan informasi jumlah file yang telah lolos 
validasi. 
Ketika proses validasi akun supplier, terdapat 
kemungkinan terjadinya kegagalan-kegagalan saat validasi 
data. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal 
seperti: ketidaksamaan nama yang diunggah melalui SPM 
dengan nama di rekening bank, ketidaksesuaian nomer 
rekening bank, dan lain-lain. 
Apabila terjadi kegagalan proses pendaftaran supplier, 
berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan: 
1) Klik menu Tampilkan Kesalahan 
2) Pilih menu Rejection Reports 
3) Pilih menu Temuan 
4) Pilih menu Lihat Keluaran 
5) Akan ditampilkan Laporan Penolakan Supplier dan 
penyebab ditolaknya Supplier 
6) Bila supplier tertolak, SPAN akan secara otomatis 
mengirimkan informasi penolakan supplier lewat email 
satker yang terintegrasi dengan aplikasi SPAN 
7) Print Laporan Penolakan Supplier yang berisikan tentang 
informasi mengenai penyebab ditolaknya validasi 
supplier. 
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3. Mereviu Tagihan SPM Jenis Bendahara Pengeluaran dan SPM Supplier 
Proses reviu tagihan SPM adalah lanjutan dari proses 
pengunggahan data tagihan SPM dan validasi data supplier yang 
sebelumnya dilakukan oleh petugas validasi bagian middle office Seksi 
PD. Data tagihan SPM yang telah diunggah oleh petugas validasi, 
kemudian akan muncul di daftar invoice atau tagihan pada aplikasi 
SPAN milik petugas reviu. Petugas reviu kemudian akan melakukan 
reviu pada tagihan tersebut sebelum melakukan persetujuan atau 
penolakan atas pencairan tagihan SPM. 
Dalam mereviu tagihan yang ada, Petugas reviu yang menerima 
berkas fisik SPM, diharuskan untuk mencocokan besarnya tagihan yang 
terdapat pada aplikasi SPAN dengan besarnya tagihan pada fisik berkas 
SPM. Langkah awal dalam mereviu tagihan SPM akan Praktikan 
jelaskan per-poinnya, yang terdiri atas: 
1) Lakukan log in pada laman http://core.span.depkeu.go.id.  
2) Klik tanda Go pada kolom Buka Notifikasi, tunggu hingga 
muncul invoice yang harus disetujui. 
3) Klik menu Buka pada kolom Pilih Notifikasi dan detail 
nomor SPM akan muncul. SPM ini berisikan invoice yang 
harus direviu sebelum disetejui.  
4) Periksa kesamaan jumlah tagihan yang harus dibayar  
5) Periksa kesamaan jumlah tagihan yang harus dibayar dengan 
yang ada pada berkas fisik SPM. 
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6) Bila data telah sesuai, klik menu Menyetujui di kanan atas, 
bila belum klik menu Menolak. 
 
4. Menerbitkan Nota Konfirmasi atas Penerimaan Satker 
Salah satu tugas Seksi Bank adalah mengkonfirmasi penerimaan 
negara yang dilaporkan oleh satker. Jenis penerimaan yang diterima 
satker dapat berupa Pajak atau PNBP (Pendapatan Negara Bukan 
Pajak). Semua jenis penerimaan bersifat wajib dilaporkan oleh satker 
kepada KPPN. Saat satker melakukan pelaporan, Seksi Bank 
ditugaskan untuk menerbitkan nota konfirmasi penerimaan negara. 
Penerbitan nota konfirmasi tersebut hanya dapat dilakukan setelah 
KPPN meng-update data penerimaan negara pada aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau aplikasi 
OM SPAN. Dasar hukum penggunaan aplikasi OM SPAN dalam 
rangka konfirmasi penerimaan negara diatur dalam PER-7/PB/2014. 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.4 Tampilan Aplikasi OM SPAN 
sumber: Seksi Bank KPPN Jakarta VII 
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Langkah-langkah penerbitan nota konfirmasi penerimaan negara 
akan dijelaskan lewat proses di bawah ini: 
1) Buka aplikasi OM SPAN lewat laman 
http://spanint.kemenkeu.go.id. Kemudian log in menggunakan 
user milik KPPN Jakarta VII.  
2) Klik Menu pada kiri atas dan pilih Modul Penerimaan dan 
Konfirmasi Penerimaan. Setelah itu, akan muncul Kolom 
Tambah Konfirmasi Penerimaan  
3) Isi informasi pada kolom Tambah Konfirmasi Penerimaan yang 
terdiri atas informasi sebagai berikut:  
a. Nomer Surat Permohonan;  
b. Jenis Setoran (Pajak atau Non Pajak); 
c. Periode/Tahun Setoran; dan 
d. Asal ADK (SAS atau Non SAS) 
4) Setelah mengisi semua kolom informasi tersebut, langkah 
selanjutnya adalah meng-upload lampiran ADK yang berbentuk 
file .txt dan klik menu Kirim. 
 
5. Rekonsiliasi LPJ Bulanan Satker dengan Aplikasi e-Reckon dan Pivot 
Table 
Tugas rekonsiliasi LPJ Bulanan Satker adalah tugas yang 
Praktikan lakukan selama ditempatkan di Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi. Secara umum, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data 
transaksi keuangan yang proses dengan sistem/sub sistem yang berbeda 
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berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi merupakan 
salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan yang 
kredibel. Hal ini karena perannya dalam meminimalisasi terjadinya 
perbedaan pencatatan, sehingga berdampak pada validitas dan akurasi 
data yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada Aplikasi e-Reckon 
di KPPN, rekonsiliasi akan membandingkan data SAI (Sistem 
Akuntansi Instansi) dengan data SiAP (Sistem Akuntansi 
Pemerintahan). 
a. Aplikasi e-Reckon dalam Proses Rekonsiliasi 
Proses rekonsiliasi yang Praktikan lakukan selama kegiatan 
PKL di KPPN Jakarta VII menggunakan aplikasi e-Reckon yang 
dapat diakses di laman http://e-rekon-lk.djpb.kemenkeu.go.id. 
Aplikasi e-Reckon adalah aplikasi berbasis web yang 
dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi 
keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 
Negara dan atau Lembaga Negara sejak tahun 2016.  
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Gambar III.5 Tampilan Aplikasi e-Reckon 
sumber: Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta VII 
 
Dengan adanya aplikasi e-Rekon, diharapkan bahwa: 
a. Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah (dapat dilakukan 
oleh  
satker secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke 
KPPN). 
b. Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di 
seluruh K/L, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. 
c. Data yang dikirim oleh satker ke KPPN (dalam rangka 
rekonsiliasi) sama dengan data yang dikonsolidasi oleh 
UAPA (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran) 
untuk menyusun laporan keuangan. 
 
 
 
 
 
42 
 
 
 
b. Proses Rekonsiliasi dengan Aplikasi e-Reckon dan Pivot Table 
Berikut merupakan proses rekonsiliasi yang dilakukan melalui web 
e-Reckon: 
1. Akses web e-Reckon yaitu di laman http://e-rekon-
lk.djpb.kemenkeu.go.id dan log in menggunakan user milik 
KPPN Jakarta VII. 
2. Pilih menu Proses Rekon di kiri atas. 
3. Pilih menu Reckon Bulanan dan pada kolom SAI pilih 
menu Analisis Hasil Reckon dan pilih menu All untuk BMN 
dan Pesan. 
4. Buka file excel yang dikirim satker. 
5. Arahkan kursor untuk men-select semua kolom pada tabel 
Sheet REKAP SEMUA. 
6. Klik menu Insert, kemudian pilih menu Pivot Table. 
7. Centang kolom Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, 
SiAP, SAI, dan Selisih. 
8. Bandingkan perbedaan angka yang ada. Catat Nomor 
Dokumen yang masih terdapat perbedaan pada saldo SiAP 
dan SAI. Abaikan bila tidak ada perbedaan saldo pada SiAP 
dan SAI. 
9. Lakukan hal yang sama pada BELANJA BEDA dan PAGU 
BEDA. 
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10. Kembali lagi ke aplikasi e-Reckon, kirim pesan pada Satker 
mengenai No. Dokumen yang masih memiliki perbedaan 
pada saldo SiAP dan SAI. 
11. Kembali ke aplikasi e-Reckon pada menu Analisis Hasil 
Rekon, dan klik tanda centang pada LPJ Bulanan Satker 
yang telah terekonsiliasi. Pilih tanda silang apabila LPJ 
Bulanan Satker belum sesuai dengan hasil rekonsiliasi. 
 
3. Kendala yang Dihadapi 
1. Banyaknya sistem aplikasi keuangan yang belum pernah 
digunakan sebelumnya 
Selama perkuliahan, Praktikan mempelajari software 
akuntansi Myob dan Accurate, namun saat kegiatan PKL, 
Praktikan menggunakan software yang berbeda, yaitu Aplikasi 
Konversi, Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), 
Online Monitoring SPAN, dan e-Reckon. Pada keempat software 
berbasis akuntansi pemerintahan tersebut, terdapat banyak istilah-
istilah yang berbeda dengan software akuntansi yang dipelajari 
Praktikan saat perkuliahan yang lebih dikhususkan untuk 
akuntansi sektor non publik. Misalnya pada aplikasi Konversi, 
terdapat menu ADK Supplier, Kontrak, PPNPN, dan menu-menu 
lainnya. Oleh karena itu, Praktikan dituntut untuk mencari lagi 
informasi mengenai penggunaan menu-menu tersebut serta output 
yang diharapkan dari penggunaanya.  
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2. Banyaknya tahapan yang harus dilakukan dalam proses 
pengerjaan 
Praktikan sempat merasa kesulitan untuk menghafalkan 
tahapan-tahapan yang cukup panjang dalam proses validasi 
supplier atau dalam merekonsiliasi LPJ Bulanan Satker, sehingga 
Praktikan didampingi oleh pembimbing pada waktu yang cukup 
lama dan hal tersebut cukup memakan waktu pengerjaan kedua 
proses tersebut. Selain itu, dalam melaksanakan kedua proses 
tersebut diperlukan ketelitian dan konsentrasi penuh agar tidak 
terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemilihan menu yang terdapat 
pada aplikasi yang Praktikan gunakan. 
3. Dalam merekonsiliasi, adanya perbedaan saldo yang terdapat di 
SAI dan SiAP 
Praktikan sempat merasa bingung untuk memberikan 
perlakuan atas perbedaan antara saldo SAI dan SiAP, dan penyebab 
terjadinya ketika melakukan proses rekonsiliasi LPJ Bulanan 
Satker. Praktikan juga kurang memahami mekanisme dari Pivot 
Table itu sendiri dan bagaimana Pivot Table mampu melakukan 
rekonsiliasi saldo-saldo yang ada, serta output apakah yang 
dihasilkan dari proses rekonsiliasi. 
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4. Cara Mengatasi Kendala 
Berikut adalah apa yang Praktikan lakukan untuk mengatasi kendala 
yang terjadi selama kegiatan PKL: 
1. Praktikan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 
pembimbing mengenai alur pencairan dana di KPPN secara 
mendetail. Praktikan juga menggali lebih dalam informasi dari 
internet mengenai istilah-istilah Akuntansi Pemerintahan yang 
banyak digunakan di KPPN Jakarta VII. Selain itu, pada awal 
pelaksanaan PKL, Praktikan telah meminta persetujuan 
pembimbing untuk dirotasi ke Seksi-seksi lainnya agar dapat 
mempelajari dan mengerjakan kegiatan yang dilakukan di Seksi 
Pencairan Dana dan Seksi Bank. 
 
2. Praktikan mempelajari mekanisme dari tahapan-tahapan pada 
proses validasi supplier dan tahapan pada proses rekonsiliasi. 
Praktikan juga bertanya kepada pembimbing apabila terdapat 
kesulitan-kesulitan. Praktikan berusaha meningkatkan konsentrasi 
dan ketelitian, dan membuat notes mengenai tahapan-tahapan 
proses validasi supplier. Apabila Praktikan lupa tahapan apa yang 
harus dilakukan, Praktikan akan melihat ke notes yang telah 
Praktikan buat. 
 
3. Praktikan bertanya kepada pembimbing mengenai penyebab 
perbedaan saldo akun yang tercatat di Sistem Akuntansi Instansi 
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(SAI) sebagai sistem yang digunakan satker dalam meng-input 
transaksi keuangan dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) atau 
sistem akuntansi milik Kementerian Keuangan yang dijalankan 
oleh Ditjen Perbendaharaan. Salah satu penyebab perbedaan saldo 
dapat terjadi karena proses pada Aplikasi SPAN yang secara 
bisnis berbeda dengan SAIBA atau aplikasi yang digunakan 
satker dalam membuat laporan keuangan. Sulit untuk mendeteksi 
penyebab perbedaan saldo akun SAI dan SiAP, namun lewat 
penggunaan aplikasi e-Reckon dan Pivot Table, perbedaan saldo 
dapat terdeteksi dan dapat diinformasikan kepada satker sehingga 
dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyusunan 
LPJ Bulanan Satker. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kegiatan PKL yang Praktikan lakukan selama kurang lebih dua 
bulan di KPPN Jakarta VII memberikan banyak pelajaran bagi Praktikan 
dalam pengimplementasian ilmu Akuntansi yang telah dipelajari, 
khususnya dalam disiplin ilmu Akuntansi Pemerintahan. Meskipun 
selama perkuliahan Praktikan telah mempelajari disiplin ilmu tersebut, 
selama kegiatan PKL, Praktikan dituntut untuk lebih mendalaminya 
kembali dan melakukan penyesuaian dalam praktiknya di bidang 
perbendaharaan negara.  
Praktikan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran lainnya selain 
yang bersifat teori Akuntansi, seperti pelajaran dalam mempersiapkan 
diri memasuki dunia kerja. Selama kegiatan PKL, Praktikan 
mendapatkan banyak pengalaman yang melatih diri untuk bersikap cepat 
tanggap, aktif, mampu bekerjasama, kreatif, serta cepat dan tepat dalam 
pengambilan keputusan. Berikut ini Praktikan simpulkan beberapa hal 
yang Praktikan dapatkan selama kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII: 
1. Praktikan memperoleh pembelajaran mengenai ilmu Akuntansi 
Pemerintahan khususnya mengenai Sistem Informasi Akuntansi 
Pemerintah Pusat. Pembelajaran ini mengenai sistem aplikasi yang 
digunakan oleh lembaga negara dalam melakukan pencairan dana 
48 
 
 
 
APBN seperti pada saat menggunakan aplikasi SPAN. Pengetahuan 
mengenai aplikasi ini sekilas telah Praktikan dapatkan dalam mata 
kuliah Akuntansi Pemerintahan, namun Praktikan baru memiliki 
kesempatan untuk menggunakan aplikasi tersebut ketika pelaksanaan 
PKL di KPPN Jakarta VII. Pengetahuan Praktikan juga bertambah 
mengenai variatifnya aplikasi akuntansi yang digunakan oleh 
lembaga/kementerian negara. 
2. Pengetahuan Praktikan bertambah mengenai sistem informasi 
akuntansi dan penjelasan alur pencairan dana dalam KPPN, dimana 
menggunakan sistem canggih yang terintegrasi. 
3.  Praktikan memperoleh pelajaran untuk lebih cepat tanggap, proaktif, 
dan kreatif dalam bekerja. 
 
B. Saran 
1. Bagi Praktikan selanjutnya 
Adapun berikut merupakan saran bagi praktikan yang akan 
melaksanakan kegiatan PKL: 
a. Praktikan untuk melakukan survei tempat PKL dan proses pengajuan 
PKL dari minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan PKL. 
b. Praktikan harus proaktif dalam menggali informasi mengenai 
perusahaan dimana kegiatan PKL dilaksanakan karena informasi 
tersebut akan mempermudah praktikan untuk memahami kegiatan 
yang akan dilakukan nantinya.  
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c. Awal pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan meminta dan membaca 
Standari Operasional Pekerjaan (SOP) di divisi praktikan di 
tempatkan. Selain itu, praktikan juga harus menanyakan kepada 
pembimbing input dan output dari setiap kegiatan yang dilakukan. 
d. Praktikan untuk mempunyai kemampuan Microsoft Excel atau pun 
software akuntansi yang memadai sehingga dapat mendukung 
pelaksanaan kegiatan PKL di perusahaan nantinya. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun berikut merupakan saran bagi Fakultas Ekonomi UNJ:  
a. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL 
dengan melakukan rekomendasi kepada mahasiswa mengenai 
tempat-tempat pelaksanaan PKL, dan atau 
b. Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan 
mahasiswa FE UNJ agar dapat melaksanakan kegiatan PKL. 
c. Mempersiapkan dosen pembimbing PKL sebelum pelaksanaan 
kegiatan PKL, sehingga praktikan mampu mendapatkan saran-saran 
mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan PKL. 
3. Bagi KPPN Jakarta VII 
Adapun berikut merupakan saran bagi KPPN Jakarta VII: 
a. KPPN Jakarta VII untuk menerima mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta untuk kegiatan PKL. 
b. KPPN Jakarta VII untuk lebih mendisiplinkan pegawainya dalam 
bekerja. 
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c. Pembimbing memberikan arahan dengan jelas mengenai tugas yang 
harus dikerjakan. 
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Lampiran 1: Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII 
 
 
 
Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII beserta dengan nama-nama pegawainya 
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Lampiran 6 : Lembar Penilaian PKL dari Fakultas Ekonomi 
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Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan PKL dari 
KPPN Jakarta VII 
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Lampiran 8 : Sertifikat PKL dari KPPN Jakarta VII 
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Lampiran 9 : Proses Konversi SPM Kontrak ke ADK Kontrak 
 
 
Tampilan awal log in Aplikasi Konversi ADK 
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Lanjutan Lampiran 9 
 
Tampilan sebelum input file SPM Kontrak 
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Lanjutan Lampiran 9 
 
 
Tampilan saat proses konversi ADK Kontrak di Aplikasi Konversi 
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Lanjutan Lampiran 9 
 
 
Output SPM Kontrak yang Telah Dikonversi, ADK Konvers 
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Lampiran 10: Proses Validasi Supplier 
 
 
Tampilan Awal setelah Log in Aplikasi SPAN dengan user Petugas Validasi 
Supplier 
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Lanjutan Lampiran 10 
 
 
Proses menambahkan data supplier pada aplikasi SPAN 
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Lanjutan Lampiran 10 
 
 Proses menambahkan data supplier pada aplikasi SPAN 
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Lanjutan Lampiran 10 
 
 
 Proses mengupload file SPM Supplier ke Aplikasi SPAN 
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Lanjutan Lampiran 10 
 
 
Proses mengupload file SPM Supplier ke Aplikasi SPAN 
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Lanjutan Lampiran 10 
 
  
Proses mengupload file SPM Supplier ke Aplikasi SPAN 
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Lanjutan Lampiran 10 
 
 
Berhasil memvalidasi Supplier ke Aplikasi SPAN, namun sebagian data 
Supplier gagal divalidasi 
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Lampiran 11: Proses Mencetak Laporan Informasi Penolakan Supplier 
 
  
Proses menampilkan kesalahan ketika adanya kegagalan dalam validasi 
supplier 
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Lanjutan Lampiran 11 
 
 
  
Tampilan penyebab terjadinya kegagalan dalam validasi supplier 
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Lanjutan Lampiran 11 
 
 
 
Proses mengunduh laporan penolakan supplier 
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Lanjutan Lampiran 11 
  
Proses megunduh laporan penolakan supplier 
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Lanjutan Lampiran 11 
  
 Proses melihat Output dari penolakan supplier 
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Lanjutan Lampiran 11 
 
Proses menampilkan informasi penolakan supplier 
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Lampiran 12: Proses Reviu Tagihan SPM 
 
Tampilan Awal Aplikasi SPAN 
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Lanjutan Lampiran 12 
 
 
Tampilan daftar invoice yang harus diriviu 
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Lanjutan Lampiran 12 
 
Tampilan sebelum persetujuan proses riviu pada aplikasi SPAN 
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Lampiran 13: Proses Konfirmasi Penerimaan Satker 
 
Tampilan awal Aplikasi OM SPAN 
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Lanjutan Lampiran 13 
 
Tampilan Menu Aplikasi OM SPAN untuk Konfirmasi Penerimaan 
yang diterima Satker 
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Lanjutan Lampiran 13 
 
Tampilan Kolom Penambahan Konfirmasi Penerimaan 
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Lanjutan Lampiran 13 
 
 
 
Nota Konfirmasi Penerimaan Negara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 
 
 
 
Lampiran 14: Proses Rekonsiliasi dengan Aplikasi e-Reckon 
 
 
 
Tampilan awal aplikasi e-Reckon sebelum log in 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
 
Menu Aplikasi e-reckon – Pilih Menu Proses Rekon 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
 
Pilihan Menu pada Aplikasi e-Reckon – Pilih menu Rekon Bulanan 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
 
Daftar Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi e-Reckon 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
Tampilan Excel Saldo Rekapitulasi Semua – Proses Rekonsiliasi dengan Pivot 
Table 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
Tampilan Excel Rekonsiliasi Saldo Belanja pada LPJ Bulanan Satker – Proses 
Rekonsiliasi dengan Pivot Table 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
Tampilan Excel Rekonsiliasi Saldo PNBP pada LPJ Bulanan Satker – Proses 
Rekonsiliasi dengan Pivot Table 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
Proses Persetujuan LPJ Bulanan Satker 
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Lampiran 15: Berita Acara Rekonsiliasi 
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Lampiran 16: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
 
